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ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA
PEMALSUAN AKTA NIKAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA
KELAHIRAN ANAK

(Studi putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)
Oleh:
Rusniati Siagian
178400172

Akta kelahiran sangat perlu dimiliki oleh seorang anak karena dengan
adanya akta kelahiran hak-hak anak dapat terlindungi. Namun dalam pembuatan
akta kelahiran anak sering terjadi banyak masalah karena masih banyaknya
perkawinan yang tidak didaftarkan atau nikah dibawah tangan (nikah siri).
Permasalahan penulisan ini terletak pada perbuatan melawan hukum berupa
pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak, serta
pertimbangan hakim dalam memutuskan pemalsuan akta nikah sebagai dasar
perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis normatif melalui pengkajian studi dokumen, menggunakan
berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta
teori hukum. Selain studi dokumen, penelitian ini juga memakai teknik
wawancara yang di lakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada hakim
yang ada di Pengadilan Negeri Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara
kualitatif yaitu menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan,
kemudian dihubungan dengan teori dan kaidah yang diperoleh dari study
kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pengaturan yang mengatur mengenai
perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah dapat dilihat di dalam
Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta juga Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 93 yaitu Setiap
Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada
Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pertimbangan
hakim dalammemutus pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan
hokum dapat dilihat dari bukti-bukti yang tertuang dalam putusan nomor 670/Pdt-
G/2016/PN.Mdn serta berdasarkan Undang-Undang yang terkait.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak
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ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF ACTIVITIES AGAINST THE LAW FOR THE
FORGIVING OF MARRIED ASSETS AS THE BASIS OF MAKING CHILDREN'S
BIRTH ASSETS

(Study Decision Number 670 / Pdt.G / 2016 / PN Mdn)
By:
Rusniati Siagian
178400172

A child must have a birth certificate because a birth certificate can protect
children's rights. However, in making child birth certificates, many problems
often occur because there are still many marriages that are not registered or are
married under hand (siri marriage).The problem of this writing lies in the
unlawful act of falsifying the marriage certificate as the basis for making the
child's birth certificate, as well as the judge's consideration in deciding the
forgery of the marriage certificate as the basis for an unlawful act.The research
method used in this research is juridical normative through the study of document
studies, using various data such as statutory regulations, court decisions, and
legal theory. In addition to document study, this research also used interview
techniques which were conducted by conducting questions and answers to judges
at the Medan District Court. The data obtained were analyzed qualitatively by
paying attention to the facts in the field.The results of this research and discussion
are regulations that regulate acts against the law in the form of falsification of a
marriage certificate which can be seen in the Marriage Law Number 1 of 1974 as
well as Law Number 23 of 2006 concerning Population. Administration Article
93, namely Every resident who deliberately falsifying letters and / or documents
to the Implementing Agency in reporting Population and Important Events, shall
be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and / or a
maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah). The judge's
consideration in deciding falsification of marriage certificates as a basis for
illegal acts can be seen from the evidence contained in the decision number 670 /
Pdt-G / 2016 / PN.Mdn as well as based on the related law.

Keywords: Acts against the Law, Marriage Certificate, Child Birth Certificate
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat ini, membawa pengaruh juga
terhadap perkembangan perilaku terhadap kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Dan perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum ada
perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang
tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah,
sedangkan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat

menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan
terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan
yang demikian oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan
kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang

akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi bagi
Negara Republik Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan
dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa
Indonesia , yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum

(staats fundamental norm). Artinya UUD 1945 sebagaai dasar hukum , dalam
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pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang
terdapat pada Pancasila. Sebab UUD 1945 adalah hukum yang setingkat dibawah
Pancasila (walaupun tidak tertera secara langsung dalam UU). Maka dari itu,
dikenallah sebuah asas yang berbunyi lex superior derogat legi inferior, artinya,

hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah.

UUD 1945 dalam proses pelaksaannya tidak bersifat statis/absolut. UUD
1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan
soal perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945
pasal 37. Dalam perubahannya ini juga UUD 1945 harus tetap mematuhi asas lex
superior derogat legi inferior. Sampai saat tulisan ini ditulis, UUD 1945 sudah
mengalami 4 (empat) kali amandemen.! Setiap warga negara Indonesia beserta
pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab
dengan cara ini, tujuan negara dalam meyelenggarakan kepentingan umum tanpa
mennyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana.
Begitu pula terkait dengan perkawinan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945

13

yang tertuang dalam pasal 28B ayat(1) menegaskan “ setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan
Indonesia, yaitu bersifat pluralistik, karena adanya beranekaragam Undang-
Undang yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan Perundang-Undangan itu
meliputi Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, serta berbagai peraturan pelaksaannya. Didalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata tidak tercantum pengertian perkawinan , namun

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
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didalam pasal 26 KUHPerdata disebutkan bahwa “ Undang-Undang memandang

soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

Hubungan-hubungan perdata atau disebut juga the privat relationship
dikonsepkan sebagai ikatan-ikatan atau peralihan yang berkaitan kepentingan
antara suami-istri. Hubungan diantara keduanya, tidak ada hubungannya dengan
agama. Konsep perkawinan yang paling ringkas tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.? Perkawinan merupakan
“ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.® Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad
yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan

merupakan ucapan seremonial yang sakral.*

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis
antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses
kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan islam
mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang
meliputi kehidupan lahir batin,kemanusian dan kebenaran. Selain itu, perkawinan
juga berdasarkan religius artinya, aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok
kehidupan rumah tangga dengan melaksankan keimanan dan ketagwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dasar pengertian perkawinan berpokok

23alim dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil
Law (Jakarta: PT.RajaGrafindo,2014), hal 45.

3Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
*M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hal 8.
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pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum

melaksanakannyayaitu iman,islam,dan iklas.

Salah satu syarat perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “perkawinan hanya diizinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Penetapan batas-batas umur untuk sebuah
perkawinan dimaksud untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.
Untuk itu seorang calon suami dan calon istri harus dapat menunjukkan kebenaran
umur pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapatkan izin
sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5) Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam islam ialah suatu akad (perikatan) antara wanita calon
istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita
dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang

dilaksakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat

Hukum Perdata membuktikan bahwa seseorang yang telah menikah harus
memiliki Akta Nikah dengan cara mencatat di Kantor Pencatatan Sipil. Salah satu
tujuan pencatatan nikah adalah melindungi institusi pernikahan yang dilakukan
oleh orang yang melakukan pernikahan dengan memberikan kepastian hukum

(rechtessisherkeit) ternadap pernikahan tersebut.

SAbdulDjamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium IImu
Hukum) (Bandung: Masdar Maj, 2002), hal 75-76.
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Perkawinan memiliki tujuan untuk memiliki keturunan. Seperti Soetojo
Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan
adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia,
membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang ,
memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan tanggung jawab. Begitu
banyak makna sebuah perkawinan merupakan firah yang harus dijalani dengan
itikad yang tulus semata-mata untuk tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga
yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan Kkepercayaan yang

diyakininya.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Anugerah yang membuat sepasangan hati semakin bertambah bahagia,kebahagian
yang tidak bisa dinilai dengan harga maupun benda. Anak adalah rezeki dari
Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepantasnya pasangan suami-isteri bersyukur atas

rezeki itu.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah
kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk
membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk
mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan sehingga tidak heran jika
banyak pasangan suami-isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu
mendambahkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya,
karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya.
Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan

harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain juga akan
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menjadi pewaris dari harta kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak ketika

ia meninggal.

Negara menjunjungi tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak
asasi anak yang ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat
nasional maupun bersifat internasional. Seorang anak berhak atau harus memiliki
akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran anak dibuat salah satunya berdasarkan
Akta Nikah dari orangtuanya. Jika kemudian Akta Nikah yang dibuat palsu tentu
akan berakibat hukum terhadap Akta Kelahiran tersebut. Sehingga menginggat hal
tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk teliti karena dengan Akta Kelahiran
anak memiliki banyak manfaat atau fungsi. Seorang anak berhak mendapatkan
hak atas pengakuan sejak kelahirannya dan berhak atas suatu nama sebagai
identitas diri sejak dari kelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di
Indonesia tentang perlindungan Hak Konstitusional warga negara mulai sejak
lahir. Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah Akta yakni Akta Kelahiran

yang didaftarkan di Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akta Kelahiran sangat perlu dimiliki oleh seorang anak, karena dengan
adanya Akta Kelahiran ini maka hak-hak dari seorang anak dapat terlindungi dan
anak mendapat pengakuan dari ayah dan ibunya. Sehingga dengan adanya Akta
Kelahiran, maka anak tersebut tidak kehilangan haknya untuk mendapat

pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.
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Namun dalam melakukan pendaftaran dan pembuatan Akta Kelahiran
seorang anak diperlukannya sebuah Akta Nikah dari orang tua si anak. Dalam hal
inilah sering terjadi konflik atau masalah karena pada kenyataannya masih banyak
orang yang tidak memiliki Akta Nikah dikarenakan menikah sebelum adanya
peraturan tentang Undang-Undang Perkawinan, adapula hanya karena sekedar
lalai dan tidak taat hukum dan kadang orang awam menyebutkan dengan kata

nikah dibawah tanggan bahkan adapula yang menyebutkan nikah siri.

Permasalahan muncul bukan saja dari akta nikah yang tidak dimiliki oleh
orangtua, namun juga ada permasalahan yang terkait dengan anak yang dilahirkan
tersebut sah dalam perkawinan dan/atau tidak sah dalam perkawinan atau anak
diluar perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan mengenai
anak sah dan anak tidak sah, dimana anak yang tidak sah hanya memiliki
hubungan keperdataan dengan ibunya. Sehingga terkait dengan hal ini, banyak
bermunculan kasus pemalsuan Akta Kelahiran oleh ibu kandungnya sendiri agar

anaknya tetap dapat memperoleh hak-hak konstitusionalnya dengan berbagai cara.

Penelitian ini juga penting karena permasalahan tentang Akta Kelahiran
yang dibuat berdasarkan Akta nikah palsu ini dapat berakibat hukum pada anak.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus seperti kasus yang terjadi di Kabupaten
Sukoharjo, dimana marak terjadi kasus pemalsuan akta kelahiran anak yang
disebabkan anak tersebut lahir diluar nikah dan ada juga dibeberapa wilayah atau
kabupaten banyak terjadi pemalsuan akta nikah guna untuk pembuatan akta
kelahiran anaknya. Hal tersebut terjadi karena seorang ibu kandung akan
melakukan apapun untuk mendapatkan yang diinginya yaitu untuk mendapatkan

Akta Kelahiran anaknya walaupun harus melakukan perbuatan melawan hukum.
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Sama halnya kasus yang terjadi dalam putusan nomor: 670/Pdt.G/2016/PN.Mdn,
yang ingin diteliti ini, dimana seorang ibu kandung dari seorang anak ,yang
memiliki anak hasil hubungan diluar nikah yang mana anak tersebut tidak
mempunyai bapak sejak kelahirannya. Kemudian ibu kandung dari seorang anak
ini berinisiatif untuk membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut dengan cara
memalsukan sebuah Akta Nikah, karena dalam hal pembuatan Akta Kelahiran

anak diperlukannya Akta Nikah dari orangtua anak tersebut.

Berdasarkan perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan
memalsukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam Akta
Otentik, yang mana akta tersebut berisi keterangan yang tidak benar dan
perbuatan tersebut apabila dikemudian hari dapat menimbulkan kerugian terhadap
anak. Sehingga membuat hal ini menjadi penting dan menarik bagi penulis untuk
melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM BERUPA PEMALSUAN AKTA NIKAH SEBAGAI

DASAR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat

rumusan masalah sebagai berikut:

1.Bagaimana pengaturan hukum dalam perbuatan melawan hukum berupa

pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak?

2.Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum

terkait pemalsuan Akta Nikah pada Putusan No. 670/Pdt.G/2016/PN Medan?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perbuatan melawan hukum berupa

pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak

2. Untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum

terkait pemalsuan Akta Nikah pada Putusan No. 670/Pdt.G/2016/PN Medan

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh

penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbuatan melawan
hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran

anak.

2. Secara Prakis

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lenih
mendalam mengenai cara mengatasi perbuatan melawan hukum berupa
pemalsuan akta nikah guna pembuatan akta kelahiran anak dan mengetahui dasar

hukum dalam menyelesaikan kasus ini.

b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat

bagi pihak khususnya para praktisi hukum.
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E. Hipotesis
Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan
penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis

penelitian ini adalah:

1. Pengaturan terhadap perbuatan yang tergolongkan sebagai perbuatan melawan
hukum dalam hukum indonesia di atur dalam hukum perdata dan di bebarapa
hukum lainnya. Masalah perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah
sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak ini sangat bertentangan dengan
norma hukum yang ada di Indonesia, karena Akta nikah dan akta kelahiran
merupakan akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.
Sehingga keabsahannya sangat di jaga. Mengenai Perbuatan pemalsuan akta
otentik memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan unsur-
unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dapat diuraikan dan dipenuhi agar suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai
perbuatan melanggar hukum vyaitu harus ada perbuatan, perbuatan itu harus
melanggar hukum, harus ada kerugian ,dll. Sehingga pengaturan hukum mengenai
perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan
akta kelahiran anak dapat dilihat dari Pasal 93 UU Adminduk yang menyatakan
"Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen

kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
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Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta”. Selain itu juga dilihat dari pasal 1365
KUH Perdata (BW), dimana disebutkan bahwa: “Setiap perbuatan melawan
hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan

orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

2. pertimbangan hakim dalam memutuskan Pemalsuan Akta Nikah sebagai dasar
perbuatan melawan hukum, pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan
yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya
tidak asli atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya
dengan pemalsuan Akta Nikah, pemalsuan akta nikah merupakan suatu perbuatan
yang mengubah atau membuat suatu akta yang asli menjadi tidak asli atau
membuat suatu akta mengalami kehilangan keabsahannya. Perbuatan pemalsuan
merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran, dengan tujuan memperoleh
keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau pemalsuan juga dapat berupa
pelanggaran yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau
palsu atau sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah benar adanya
padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Sehingga hal
tersebut, membuat hakim memutuskan pemalsuan akta nikah sebagai dasar

perbuatan melawan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

. S . Document Accegrld 14/12/21
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21



Rusniati Siagian - Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan AKTA Nikah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkankepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala
kesempatan sampat saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Skripsi ini disusun
guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.Penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM BERUPA PEMALSUAN AKTA NIKAH SEBAGAI DASAR
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK (Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)"
merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan

membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai
pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
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Universitas Medan Area.
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Kepala Bidang Hukum Keperdataan.
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memberikan masukan-masukan kepada penulis.
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Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini
dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan september 2020 sampai bulan

juni 2020.
No. Tahun 2020-2021
Kegiatan Sep |Des |Feb | Mar | Aprl | Juni | Juli
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
1. Pengajuan Judul
Skripsi
2. Bimbingan proposal
skripsi
3. Seminar proposal
4. Bimbingan skripsi
5. Seminar hasil
6. Sidang skripsi
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2. Tempat Penelitian

Lokasi atau tempat Penelitian Dalam penulisan Skripsi ini Penulis
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl.
Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan,
Sumatera Utara 20236 dan tempat yang menyediakan bahan pustaka guna untuk

memudahkan Penulis untuk menyelesaikan pembahasan dalam penulisan ini.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis dan Sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Study Dokumen

Teknik study dokumen yaitu mengkaji dan mengolah dan untuk
mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari
dokumen-dokumen resmi,peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian
ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan
termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media

lainnya yang relavan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Teknik Wawancara (interview)

Penelitian dengan teknik wawancara dilakukan dengan cara melakukan

tanya jawab kepada Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Medan.
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3. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah secara deskriptif
kualitatif, yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data
yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungan dengan teori-teori,
asas-asas dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari study kepustakaan sehingga
diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hal ini dimaksudkan

untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penetian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penelitian dalam

hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum berupa pemasuan akta
nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran di atur dalam hukum perdata
antara lain pasal 1365 KUHPerdata, dan pasal 1328 KUHPerdata. Selanjutnya
diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat didalam pasal 2
dan 42, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang terdapat didalam pasal 93, dan Peraturan Presiden No. 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil. Berdasarkan beberapa Undang-Undang yang mengatur
tentang perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan Akta Nikah dapat dilihat
bahwa pemalsuan Akta nikah adalah perbuatan yang seharusnya tidak boleh
dilakukan karena perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap
kebenaran dan kepercayaan dan juga merupakan perbuatan yang dapat menjadi
ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut serta juga
merupakan pelanggaran yang berakibat hukum dan juga dapat merugikan
orang lain bahkan dapat menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan

ibu atau anak dengan ayah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

. S . Document Acceérgd 14/12/21
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21



Rusniati Siagian - Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan AKTA Nikah

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum terkait
pemalsuan Akta Nikah pada Putusan No. 670/Pdt.G/2016/PN Madn, proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat
Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang
dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada beberapa alat
bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang
digunakan hakim adalah keterangan saksi, dan bukti-bukti surat, Lalu
kemudian mempertimbangkan tentang pemalsuan akta nikah sebagai dasar
perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-
fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa tergugat dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan
bahwa pada saat melakukan perbuatannya tergugat sadar akan akibat yang
ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang
sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Perbuatan dari
tergugat inipun memiliki akibat hukum yaitu dengan tergugat memalsukan
sebuah akta nikah membuat akta nikah tersebut tidak sah atau tidak
berkekuatan hukum dan akta kelahiran anak yang dibuat berdasarkan akta
nikah palsu itupun menjadi tidak sah atau tidak berkekuatan hukum. Sehingga
anak hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu kandungnya saja,

dan tidak dengan ayahnya.

B. Saran
Adapapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi
ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai perbuatan melawan
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hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran
anak, maka diharapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk
menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada didalam
KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar
pembuatan akta kelahiran anak.

2. Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tergugat perbuatan
melawan hukum terkait pemalsuan akta nikah diharapkan adil dan memberi
efek jera sehingga untuk yang akan datang tidak ada atau tidak terjadi lagi
kasus perbuatan melawan hukum terkait pemalsuan akta nikah sebagai dasar

pembuatan akta kelahiran anak ini.
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Lampiran :-—
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

dan Wawancara

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-

Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan
Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rusniati Siagian
NiM © 178400172

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri
Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
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Universitas Medan Area.
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Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai
melaksanakan riset di instansi yang Bapak/lbu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
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